
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

PUTUSAN

Nomor Register: 00 1 /PS.REG/ 35.3 57 3 /X I 2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Malang memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Malang telah mencatat dalam Buku Register

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

a. Nama : H. Lookh makhfudz, SS

pekerjaan : wiraswasta/ Ketua DPD PAN Kota Malang

Kewarganegaraan : WNI

. Alamat

2. a. Nama H. Eko hadi purnomo, SH

b. Pekedaan : Pengacara/Sekretaris DPD PAN Kota Malang

c. Kewarganegaraan : WNI

d. Alamat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas Partai Amanat Nasional Kota Malang sebagai

Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan

KPU Kota Malang dan memberikan kuasa kepada:

1. Yunita Suryantini Putri, S.H.

2. Mohamad Sugiarto, S.H.

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kantor

Hukum *SY LAW & PARTNERS' dengan alamat Perum Piranha Residence Blok C5,

Kota Malang, Jawa Timur, email: vsp.law@gmail.com / Sylawpartne(2gmail.com

HP.082244540668 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan

atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Dalam hal ini telah mengajukan perrnohonan Penyelesaian Sengketa Froses Pemilu

atas keputusan KPU Kota Malang berupa Berita Acara KPU Kota Malang Nomor:

343/PL.01.4-F,A13573/2023 tentang hasil Verifikasi Adrninistrasi dokumen
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persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kata pada masa pencennatan Daftar

Calon tetap (DCT) Tanggal 23 Oktober 2O23;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Bantaran No.6,

Furwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, No. Telp. (0341) 408898, dalam hal

ini diwakili masing masing oleh:

1. N.ama ; ,{minah Asminingtyas, SP. M.,Si.

Pekeq'aan/Jabatan : Ketua KPU Kota Malang

Kewarganegara.an : Indonesia

Alarnat : Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan:

Blimbing, Kota Malang

Nomor Telepon : (03a1) 408898

t-l
z, rlcu.Lrd-

Pekerjaan lJabatan
Kewarganegaraan

Alamat

omor Telepon

Nomor Telepon

Nama

Pekedaan/Jabatan

Kewarganegaraan

Alamat

Nomor Telepon

Nama

Pekeriaan lJabatan
Kewarganegaraan
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Anggota KPU Kota Malang

Indonesia

Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan

Blimbing, Kota Ma1ang

(0341) 408898

Muhamad Toyip, S.HI

Anggota KPU Kota Malang

Indonesia

Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan

Btimbing, Kot& lvlaiang

(0341) 4088e8

Izzudin Fuad Fathony, ST.

Anggota KPU Kota Malang

Indonesia

Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan

Blimbing, Kota Malang

(0341) 408898

Nur Zaini Wikan Utomo, S.Kom.

Anggota KPU Kota Malang

Indonesia
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3 Nama

Pekerjaan lJabatan
Kewarganegaraan

Alamat



Alamat Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan

Blimbing, Kota Malang

(0341) 408898Nomor Telepon

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Fekedaan Ketua dan Anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, bertindak baik sendiri-sendiri atau Bersama

sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Provinsi
Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 25 Oktober 2A23 dan diterima oleh

Bawaslu Kota Malang serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 25 Oktober 2O23 dengan Nomor Register

0o 1 / PS.REG/ ss.3s7 3 / W 2A%.

Bahwa Bawaslu Kota malang telah:

Ilfembaca penrrohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon ;

Membaca j awaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak;

keterangan Pihak;

alat bukti Para Pihak;

baca kesimpulan Para Pihak;

Mendengar kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Ivieniirrbaiig, bahwa Pemohon telah inengajukan pennohoiran peiry-elesaian Sengketa

Proses Pemilu dengan Nomor Register 00lIPS.REG/35.3573|ry2A23 tanggal 25

bulan Oktober Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokola:ya, Pemohon telah melaksanakan proses Verifikasi
Administrasi persayaratan Bakal Calon Anggota DPRD KabupatenlKota

Malang Tahun 2024 secara baik, sistematis dan prosedural sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa pelaksanaan Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota

DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Termohon menggunakan sistem

elektronik yaitu menggunakan aplikasi Silon, yang mana hal ini merupakan
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sebuah kemajuan dan tuntutan zaman sehingga secara umum dapat

memudahkan partai politik termasuk Pemohon dalam melaksanakan input

data Bakal Calon Anggota DPRD;

3. Namun kemajuan teknologi informasi juga memiliki kendala dan hambatan

teknis yang berakibat pada hilangnya hak-hak Partai Politik termasuk

Pemohon dalam mengikuti Verifikasi melalui aplikasi Silon tersebut. Bahwa

pada pokoknya hambatan telnds ters€but telah menlrbabkan Pemohon tidak

dapat melaksanakan input data secara maksimal dan sempuma ke dalam

aplikasi Silon;

4. Bahwa penginputan data yang tidak sempurna tersebut ternyata membawa

dampak dengan adanya Berita Acara Nomor: 343 /PL.OI.4-B.A1357312O23

tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota

DPRD Kabupaten / Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)

yang dikeluarkan oleh KPUD Kota Malang pada tanggal 23 Oktober 2O23

menyatakan apabila Bakal Calon atas nama Henny Fitria Agustine dari Partai

Politik Partai Amanat Nasional (PAN) tidak memenuhi syarat (TMS);

5. Bahwa hal tersebut diketahui pula dari Lampiran Berita Acara Tentang Hasil

Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon dalam masa

percermatan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum tahwre 2024

atas nama Henny Fitria Agustine dari Partai Politik Partai Amanat Nasional

(PAN) pada Daerah Pcmilihan l(ota Malang Dapil 2 (Blimbing), nomor urut I
memiliki keterangan bahwa salah satu syarat adalah tidak benar. Yang mana

dengan dibatalkannya Bakal Calon yang di4lukan oleh Partai merupakan

wakil Bakal Calon perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 BAB III PKPU

No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilian Rakyat,

Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten / Kota mempengaruhi 30% (tiga piluh persen) suara Partai

yang membar*'a konsekwensi gugurnl'a seluruh Bakal Calon Anggota DPRD

dalam Dapil 2 (Blimbing) Kota Malang yang tentu saja menimbulkan kerugian

kepada Pemohon secara langsung;

6. Bahwa Pemohon berkeberatan akibat di terbitkannya Beita Acara a qto,

hanya dikarenakan adanya kesalahan secara telcris dalam mengunggah

dokumen di aplikasi Pencalonan Silon, dimana dokumen yang diunggah

berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB yang belum terbubuhi

lcgalisir;
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7. Bahwa Pemohon menjamin dan berpendirian secara teguh jika keabsahan

dokumen Bakal Calon atas nama Henny Fitria Agustine yang telah tercatat

dalam Daftar Calon Tetap (DCT), berupa Surat Keterangan Pengganti

IjazahlSTTB Nomor: $3/A951101.6.10.11 12023 yang diterbitkan oleh

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang pada tanggal 09 Mei 2O23 dan

diketahui oleh Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang - Kota Batu)

adalah Asli dan Sah yang dapat dipefianggunga-wabkan akan keabsahanny'a;

8. Bahwa dalam Berita acara Nomor: 343/PL.O1.4-BA/3573/2A23 Tentang hasil

Verilikasi administrasi Dokumen Persyaratan calon anggota DPRD

Kabupaten/Kota pada masa pencernatan Daftar Calon Tetap (DCT), dimana

disebutkan jika fotocopg ijazah atau surat keterangan penggantt ijazah sekolah

menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah

Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh

instansi yang ber*enang dalam hasil veri{ikasi administrasi d,nyatakan "tid.ak

benaf dengan keteranganRya "Surat Keterangan Pengganti ljazah ISTTB tidak

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang";

9. Bahwa berdasarkan poin 7 rrraka patutlah KPU membuka kembali Aplikasi

Silon untuk memberi kesempatan khusus kepada Bakal Calon atas nama

Henny Fitria Agustine agar dapat mengunggah foto copy Surat Keterangan

Pengganti IjazahlSTTB Nomor: 833/095i 101.6. 10. 1 1 I 2023 yang diterbitkan

^l^L A^I.^I^L t/t^-^-^^L I1^.:,,-,^- NT^*; 1 lr^l^-^ -^,l^ +^^*-^1 nrr tr^: rln^',ulEll uEhuaalr rvlcll(;rrScLrr r\EJ ur u,6u1 rrgSrEr r r tYICLla-rrE Pa,u<1 Lo.rr65a.r \.r 7 rvlEl awL\i

dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang - Kota

Batu) yang telah dibubuhi legalisir oleh pihak terkait. Mengingat bahwa Surat

Keterangan Pengganti Ijazah/STTB atas nama Henny Fitria Agustine adalah

dokumen asli dan sah yang dapat dipertanggungjawabkan akan

keabsahannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang tertuang dalam pokok-pokok

permohonan dan alasan-alasan pennohonan yang seluruhnya dilengkapi dengan

alat bukti yang sudah dileges, maka Pemohon mohon kepada Majelis Adjudikasi

untuk memutus hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menolak dan membatalkan Berita Acara Nomor: 343/PL.AL.4 BAl35nl2A23
tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persayaratan Calon Anggota

DPRD KabupatenlKota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)

beserta lampirannya cq.Bakal Calon atas nama Henny Fifia Agustine;
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3. Memerintahkan Termohon KPU Kota Malang untuk memberikan kesempatan

2x24 jam kepada Pemohon untuk menyelesaikan input data Bakal Calon

melalui aplikasi Silon;

4. Memerintahkan kepada Termohon KPU/KPU Provinsi Jawa Timur/KPU

KabupatenlKota Malang untuk menetapkan Keputusan yang memuat bahwa

Bakal Calon Pemohon atas nama Henny Fitria Agustine masuk dalam
p^-^^-*-* n^f+^- /.r^l^- 'Tr^+^- /f\'fa'Trl .r\d,rrLd,lr5r(,-rL ua.LLcLL \r'aiiull r Ci-ir.P (fiv i i,

5. Memerintahkan kepada Termohon KPU/KPU Provinsi Jawa fimurlKPU
KabupatenlKota Malang untuk melaksanakan Putusan ini.

B. JAWAtsAN TERI{OHON

Bahwa Termohon membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon

dalam permohonannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon. Dalil-

dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar sebagaimana alasan

hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Permohonan tidak memenuhi syarat materill karena Bakal Calon Anggota

DPRD tidak masuk dalam DCS Pemrlu 2O24:

1. Bahwa permohonan ini pada pokoknya diajukan oleh Pemohon mewakili

Henny Fitria Agustine yang merupakan Bakal Calon anggota DPRD Kota

Malang yang diajukan oleh Pemohon;

2. Bahwa Bakal Calon Henny Fitria Agustine diajukan oleh Pemohon pada

saat pengajuan pengganti saat Pencermatan Rancangan DCT;

3. Bahwa dengan demikian maka Bakal Calon yang bernama Henny Fitria
Agustinc mciiipakan Bakal Calon pengganti yang sebelumnya tidak
terdapat dalam DCS;

4. Bahwa pada Pasal 19 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik

Indonesia Nomor 9 tahun 2022 mengatur bahwa, "Bakal Calon Anggota

DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota,

tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, Anggota

DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD KabupatenfKota, namun yang

bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon Anggota DPR, Anggota DPRD

Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Daftar Calon Tetap

oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatanrya";
5. Bahwa dengan demikian maka Pasal 19 huruf b Peraturan Badan

Pengawas Pemilu Nomor 9 tahun 2022 mengatur bahwa yang dapat
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mengajukan sengketa proses Pemilu adalah Bakal Calon yang telah

ditetapkan dalam DCS;

6. Bahwa berdasarkan DCS yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka

secara nyata Bakal Calon yang bernama Henny Firia Agustine tidak

terdapat dalam DCS dan selanjutnya juga dinyatakan tidak memenuhi

syarat sehingga masuk dalam DCT;

7. Bahrn'a dengan demilcial maka p,ermohon.rn ]'ang diajukan oleh Pemohon

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 19 humf b
Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 ta}eurr 2O22, sehingga dengan

demikian permohonan ini tidak memenuhi syarat dan seharusnya

dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Pemohon keliru menarik pihak dalam Sengketa Proses Pemilu a quo

l. Bahwa dalam permohonannnya, Pemohon menarik KPUD Kota Malang

sebagai Termohon;

2. Bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017

Tentang Pemilu tidak ada istilah institusi/lembaga yang disebut sebagai

KPUD Kota Malang;

3. Bahwa kehadiran Termohon daLam pemeriksaan ini bukan atau tidak

dapat diartikan bahwa Termohon membenarkan kesalahan yang dilakukan

oleh Pemohon, namun semata-mata menghormati proses penyelesaian

sengketa dan panggilan 1'ang dilakukan ol,eh Badan Pengau'as Pemilihan

Umum Kota Malang.

c. Bahwa Pemohon tidak pernah mempermasalahkan prosedur, tata cara atau

mekanisme yang dilakukan oleh Termohon dalam Tahapan penetapan DCT,

sehingga dengan demikian maka seluruh proses prosedur, tata cara dan

mekanisme yang dilakukan oleh Termohon harus dianggap benar menurut

hukum. Hal ini bias diperhatikan Termohon bahwa:

1. Tidak ada dugaan pelanggaran administrasi;

2. Tidak pernah ada putusan bahwa Termohon melanggar;

3. Sehingga dengan demikian maka seluruh proses prosedur, tata cara dan

mekanisme yang dilakukan oleh Termohon harus dianggap benar menurut

hukum;

4. Bahwa sengketa yang te{adi saat ini adalah sengketa proses terkait

dengan keputusan Termohon dalam menetapkan DCT.

d. Bahwa Termohon berpandangan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen

Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota pada Masa Pencermatan
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Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2023

adalah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah Ralryat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakian Ralryat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4O3 Tahun 2023 tentang

Pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah Ralryat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakian Ralryat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwalilan Ralg'at, Derran

Daerah Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

e. Permohonan pembukaan akses Silon Termohon tidak mempunyai kewenangan

untuk memberikan akses kepada Pemohon dalam hal kesalahan

pengunggahan kembali dokumen fotocopg ijazah/ surat keterangan pengganti

ijazah yang dimaksud Pemohon, yang sudah melewati masa Tahapan

Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil

Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai ketentuan

peraturan perundangundangan.

Pokok Perkara:

l. Bahwa Termohon daliam menyusun ranc.rngan DCT ini berdasarkan Daftar

Calon Sementara (DCS) dan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi

Dokumen Persyaratan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD

Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi syarat;

2. Bahwa dalam tahapan pencennatan Daftar Calon Tetap, Partai Politik

dapat melalukan perubahan calon sementara berdasarkan persetujuan

dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan

Sekreataris Jenderal partai politik peserta Pemilu atau nama lain yang sah

sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan

susunan pengurus partai politik tingkat pusat dan/atau mengajukan

perpindahan Dapil terhadap calon sementara;
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MNOTA G

Bahwa Nama Bakal Calon pada Kota Malang Dapil 2 Nomor urut 8 atas

nama Henny Fitria Agustine tidak tercantum dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Malang Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 yarrg ditetapkan tanggal 18 Agustus 2024;

Bahwa sebagaimana point angka 3 Bakal Calon Kota Malang Dapil 2

Nomor urut 8 atas nama Henny Fitria Ag"rstirte diketahui merupakan

pengganti calon sementara yang diajukan oleh pihak Pemohon pada

Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 3

Oktober 2023;

Bahwa Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kota

Malang, sebagaimana pada lampiran tanda Penerimaan Dokumen

Pengajuan Calon Anggota DPRD Kota Malang, pada Dapil Kota Malang 2

kelengkapan dokumen administrasi Bakal Calon nomor 8 atas nama

Henny Fitria Agustine perihal fotocopy ijazah/ surat keterangan pengganti

ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah

kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat

yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang menyatakan "ada", yang

menurut Pemohon hal ini memberi kepastian bahwasannya seluruh

persyaratan administrasi yang diunggah telah memenuhi syarat Calon

Anggota DPRD Kota, Termohon tegaskan dalam hal ini yang dimaksud

adalah progres pengisian dokumen persyaratan Bakal Calon yang

dimaksud telah diunggah di Silon;

Bahwa pemenuhan telah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat

Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang pada point angka 5 melalui

tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara

Hasil Pencerrnatan Rancangan Daftar Calon Tetap, dimana verifikasi

administrasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen

persyaratan pengganti calon sementara hasil pencefinatan Rancangan

DCT;

Bahwa Termohon melakukan Verifikasi Administrasi Pencermatan Daftar

Calon Tetap (DCT) secara mutatis mutandis dilaksanakan sesuai Pedoman

Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota

DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kota yang termuat dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4O3 Tahun 2023 terhadap

4
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Bakal Calon Dapil Kota Malang 2 Nomor Urut 8 atas nama Henny Fitria
Agustine, yang merupakan Bakal Calon Pengganti;

8. Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Pencermatan Daftar

Calon Tetap (DCT), Termohon mendapatkan salah satu dokumen

pemeriksaan fotocopy ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah

menengah kejuruan pada Dapil Kota Malang 2 Nomor urut 8 atas nama

Hcnny- Fi-'ria Agustine, dengan indikator dokumcn dapat dibuka dan

dibaca, dokumen memuat nama Bakal Calon, Dokumen menerangkan

kelulusan Bakal Calon, Dokumen menggunakan Bahasa Indonesia, namun

ada beberapa indikator dari pemeriksaan dokumen tersebut yang tidak
terpenuhi yaitu dokumen bukan merupakan hasil pindai terhadap fotocopg
ijazah/surat keterang€rn pengganti ijazalr. dan dokumen tidak dilegalisasi

oleh Pejabat yang berwenang;

9. Bahwa mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4O3

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen

Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah

Kota, jika seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar, sedangkan

apabila satau atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak
benar;

10. Bahwa hasil pemcriksaan Termohon terhadap dokumen fotacapg

dazah/surat keterangan pengganti iaz,ah sekolah menengah kejuruan

pada Dapil Kota Malang 2 Nomor urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine,

dokumen bukan merupakan hasil pindai terhadap fotocotrtg ijazah/surat
keterangan pengganti ijaza}a dan dokumen tidak dilegalisasi oleh pejabat

yang berwenang;

11. Bahwa Termohon telah membentuk Helpdesk Pengajuan Bakal Calon

Anggota Deu'an Perwakilan Ra1'l'at Daerah (DPRDi Kota S{alang Pada

Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana ruang lingkup fasilitasi Hetpdesk

yaitu melayani konsultasi hal-hal terkait pengajuan Bakal Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Pada Pemilihan

Umum Tahun 2024 dan melayani konsultasi serta fasilitasi penggunaan

aplikasi Silon;

12. Bahwa Termohon telah melaksanakan fungsinya melalui Tim Helpdesk
rrefrrl- *^-rLrrlrrrq*i I'iaicaq l1€frnon a{-a" 1-;^^^ Ji^^1-"+ ,l^--^-rrrrLrrA rrrerrSrrurrLrrr5rr iJlailoviL vJJavei a:lLa:tLi Jaaii.S iiiai.iSai. ijiisuuuL ue-ii5,aii

Petugas Penghubung Partai dalam hal ini Partai Amanat Nasional Kota
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Malang, untuk memberitahukan bahwa salah satu Bakal Calon pada Kota

Malang Dapil 2 Nomor Urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine, dokumen

Ijazah yang diunggah adalah dokumen bukan merupakan hasil pindai

terhadap fotocopy ljazahlsurat keterangan pengganti qazah dan dokumen

tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, sebelum pihak Pemohon

melakukan submit pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rai<y-at Daerah (DPRD) Kota S{alang, untuk melakukan perbaikan tcrhadap

dokumen fotocopg ijazah/surat keterangan pengganti ijazah yang

dilegalisasi pejabat yang berwenang;

13. Bahwa diketahui oleh pihak Termohon pada tahapan Verifikasi

Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenf Kota,, dokumen sebagaimana pada

^-^l-^ 11 q-+iL *^-,*^1.^s rl_o-1...rqan hrr!.a* *a*rr-^1.^- l^^-.:1 *i-.I^:a.rr5 6r. a r rucrr5rir ur$i i.rPa1i-.ll.a (rt i\Lrrrruti Ui,iiiii.ti. iiiui iiPai.i.ai.ii liasii ififfuiii

terhadap fotocopg ijazah/surat keterangan pengganti LJa?a,h dan dokumen

tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

14. Bahwa Termohon telah menuangkan hasil Verifikasi Administrasi

Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rak5rat,

Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah Kabupaten/Kota dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota

l,{alang Nomor: 343 lPL.CI.+-B.A/357?., lzA?3 tentang Hasil Veri{ikasi

Administasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD KabupatenlKota

Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), yang menyatakan

Bakal Calon pada Kota Malang Dapil 2 Nomor Urut 8 atas nama Henny

Fitria Agustine Tidak Memenuhi Syarat;

15. Bahwa Dalil Pemohon yang pokoknya menyatakan dengan dibatalkannya

Bakal Calon yang diajukan oleh Partai merupakan wakil Bakal Calon
6^eac-a!^- al.a- ^*,L: Q^O,/ l+:*^ -..L,L *---^-l D^.-+^:
PsrslrrPuo.rr ra,Actll rrrErfrl,ErrSa.a Llru \,v /u tLl6ct PLlrrl'rr psroEI! sticaia:r -t-ai.i Lii.i jaaii5

membawa konsekuensi gugurnya seluruh Bakal Calon Anggota DPRD

dalam Dapil 2 (Blimbing) yang tentu saja menimbulkan kerugian kepada

Pemohon secara langsung merupakan dalil yang premafitre dan tidak
berdasar menurut hukum karena sampai saat ini termohon belum

menetapkan DCT;

16. Bahwa batas waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan
/\a!ce Saaan*a-^ LI^^:l D^a^^--.^+^- D^-^ T\^f+^- fr^l^n 'T^+^- /T\fa,T\valurl uvlllullLara rlasal r ulluullllc@ll r\callvclrrSrGrr vQLl4L valull iu-cp \uvri

telah selesai sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun
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2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Ra1grat, Dewan

Daerah Ralqyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakian Ralryat Daerah

Kabupatenf Kota, sehingga Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk

membuka akses Silon dalam hal Pemohon menggunggah kembali dokumen

fotocopg ijazah/surat keterangan pengganti ijaaah Bakal Calon Kota
rr^l^-* r) \T^-^- rT-,+ O ^+^^ Il.^---. Itr:+-:^ A-.^4:-^rYrd.rcr.llB zr rrt l'r,lt l \/l LI'L (J d.La.D rtctlllaI. rrgrrtrJ l'tLllct 

^ErLrrtLlrrG.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Termohon kepada

Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Malang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM TERMOHON:

1. Menolak Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Register Ferkara

Nomor: 001/PS.REG/3573 lxl2023 oleh Pemohon;

2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor: 343|PL.AL.4

B.AI 3573 I 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan

Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Daftar

Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2O23;
/t D^L--,^,T^*^L^- +^1^L *^l^1-^^-^1-^* +rrn^^ l^.^ 1-^,-,^-^-- J^1^*J. Dalrwa lcrllrullulr Larilr lllLla,A{tq.rrq,r\€trr Lu,6o.o \lcl'rr Rl;w1.,rrctrrSa,r[rJo, tl€tla,jJ

Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat, Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan pemndang-undangan yang berlaku

dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum,

tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tlrlisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkarl dalil-dalil, Pemohon telah

mengajukan bukti berupa fotocopg surat dengan meterai cukup serta telah

dileges dan diberi tanda Pl - P4

NO NAMA ALAT BUKTI KETERANGAN

P- la Berita Acara No. 343/PL.01.4-

BA/3573 12023 tentang Hasil
r r---i_el_- -_: i l---:-*:.-r--- -:v Erurtrir,!il rl(lltlllrtuLrir.Nr

Dokumen Persyaratan Calon

Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Pada Masa

Berita Acara yang

dikeluarkan oleh Komisi
n--*-i1:1---- rT,--=--** Tl-L-rerllrlltlir.ll L.r llrLt rll r}.u Lat

Malang pada hari Senin,

tanggal 23 Oktober 2O23,

12



B
I(OTA

Pencermatan Daftar Calon

Tetap (DCT)

Tanda Penerimaan Dokumen

Pengajuan Calon Anggota

DPRD Kabupaten/Kota Kota

Malang Pada Masa

Pencermatan Rancangan

Daftar Calon Tetap (DCT)

Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 pada hari Selasa

tanggal 3 bulan Oktober tahun

2023 pukul 19:40:00

-2a

1 Lampiran Berita Acara No.

343 I PL.OI.4-BA I 3s7 3 I 2023

tentang Hasil Verifikasi

Administrasi Dokumen

Persyaratan Caion Anggota

DPRD lkbupaten/Kota Pada

Masa Pencermatan Daftar

Calon Tetap (DCT)

l,ampiran Tanda Penerimaan

Dokumen Pengajuan Calon

Anggota DPRD

Kabupaten / Kota Kota Malang

Pada Masa Pencermatan

Rancangan Daftar Calon Tetap

(DCT) Dalam Pemilihan Umum

Tah,ru;r 2024 pada hari Selasa

tanggal 3 bulan Oktober tahun

2023 pukul 19:40:00

Putusan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota
Malang Nomor

Perrnohonan

oo 1 /PS.Reg / t6.06 / rx / 20

18

Lampiran dari Berita Acara

yang dikeluarkan oleh KPU

Kota Malang yang

menyatakan bahwa calon

bakai yang diajukan oieh

Partai Politik PAN telah

dibatalkan karena tidak

memenuhi syarat (TMS)

Tanda Penerimaan Dokumen

yang dikeluarkan oleh KPU

Kota Malang pada hari Selasa

3 Oktober 20'23 pukul

19:40:00

l,ampiran dari Tanda

Penerimaan Dokumen yang

dikeluarkan oleh KPU Kota

Malang pada hari Selasa 3

Oktober 2023 pukul 19:40:00

Putusa-rr Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota

Malang pada hari Senin

tanggal dua puluh satu
bulan Januari Tahun dua
ribu Sernbilan belas,

-2b

-3
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2 Menunhang, ha-hwa r,r-ntr-rk mengr-ratkan clalil-dalil, Termohon telah

mengajukan bukti berupa pro€opu surat dengan meterai cukup serta telah

dileges serta diberi tanda T 1-T5

I\U r._rArl A}< IJUKll

-4 Surat Keterangan Pengganti

ljazahl STTB Nomor:

8s3/09s/ l0l .6.r0.r1 I 2023

atas nama Henny Fitria

Agustine

Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Malang Nomor 110

'n^Lrrn ano? +-h+^hd haf+ar

Calon Sementara Anggota Dewan

berkenaan dengan

mediasi pernohon dan

termohon bersepakat
yang pada intinya
Termohon memberikan
kesempatan kepada

Pemohon untuk
melengkapi kelengkapan

berkas (ijazah SMA)

berupa surat dari
Pemerintah Provinsi Jawa
Tirrur Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah
Kabu.paten dan Kota

Blitar
Surat Keterangan yang

dipergunakan sebagai

pengganti ijazah/ ST'|B asli

yang membuktikan bahwa

Bakal Calon Henny Fitria

Agrrsfine men:pakan pemilik

DANEM nomor seri

Mk134384 tahun pelajaran

1997 11998 yang disahkan

dan terlegalisir oleh Kepala

SMK Negeri 1 Kota Malang.

Bukti ini menjelaskan

berkenaan dengan Daftar
l.r^l^h Qana-+^-a A-a- i-

Dewan Perwakilan Rallyat

XE'TERAi{GAi\i

-01

74



NO DAFTAR BUKTI KETERANGAN

Perwakilan Ralryat Daerah

KabupatenlKota Kota Malang

Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024

Daerah Kabupaten/Kota Kota

Malang Dalam Pemilihan

Umum Tahun 202+.

Berdasarkan bukti ini, Bakal

Calon atas nama Henny Pitria

Agustine tfuiak termasuk

dalam DCS.

T-02 Tanda Penerimaan Dokumen

Pengajuan Calon Anggota DPRD

KabupatenlKota Kota Malang

Pada Masa Pencermatan

Rancangan Daftar Calon Tetap

(Dcf) dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024

Bukti ini menjelaskan

berkenaan dengan Dokumen

Pengajuan Calon Anggota

DPRD KabupatenlKota Kota

Malang Pada Masa

Pencermatan Rancangan

Daftar Calon Tetap (DCT)

dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 yang diajukan

oleh Pemohon

T-03 Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 403 Tahun 2A23

tentang Pedoman Teknis

Verifikasi Administrasi Dokumen

Persjra,ra.tan Rala.l Ca.lon Anggcrta-

Dewan Perwakilan Ralryat,Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota

Bukti ini menjelaskan

berkenaan dengan indikator

pemeriksaan dokumen dalam

Verifikasi Adminsitrasi

Dokumen Pers5ra-ra,tan Ba-ka-l

Calon

ljazah Bakal Calon Dapil Kota

Malang 2 Nomor urut 8 atas

nama Henny Fitria Agustine

Bukti ini menjelaskan

berkenaan dokumen ljazah

Bakal Calon Dapil Kota

Malang 2 Nomor urut 8 atas

nama Henny Fitria Agustine
r7^n6 !...I--n ma-t^-I.on L-oil
Jqr^6 usa\er rrrvrulrq\urr rrquu

pindai terhadap fotocopg

15
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NO DAFTAR BUKTI KETERANGAN

ijazah/surat keterangan

pengganti liazah dan dokumen

tidak dilegalisasi oleh pejabat

yang benrenang yang

diunggah di Silon

T-O5 Berita Acara

Nomor:343/ PL.01 .4-BAl 3573 I
2023 tentang Hasil Verifikasi

Administrasi Dokumen

Persyaratan Calon Anggota

DPRD KabupatenlKota Pada

Masa Pencermatan Daftar Calon

Tetap (DCT)

Bukti ini menjelaskan

berkenaan Hasil Verilikasi

Administrasi Dokumen

Persyaratan Calon Anggota

DPRD Kabupaten/Kota dari

Partai Politik Peserta Pemilu

Partai Amanat Nasional

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga

mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Susanti Wilujeng

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal hal sebagai berikut:
- Menerangkan bahwa saksi adalah staf admin Partai Amanat

Nasional (PAN) dan bertugas upload file ke Silon tanpa melihat

benar tidaknya, hanya sesuai arahan dari LO (penghubung Partai);
t\/t^*^-^*^1-^* L^L--.^ ^^1.^.' ,^1^^.1 1^-*t-^^ Lt^s--, U,:+-:^- tYlElll;lefrSAq,rr Ucllr.wCL Oct\r>l trLC,rUuYLvuLa LTETl\la,|} A..lr rrCrlIrJ I'll.rra.

Agustine Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang Nomor urut 8
Dapil 2 Kota Malang diterima pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul

14.00 WIB dan dokumen diupload ke Silon;

- Saksi menerangkan bahwa pada pukul 15.00 WIB melakukan

pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Calon pada Silon

berupa surat pengganti ljazah /STTB asli a.n Henny Fitria Agustine;
(]^l-^: *^-^-^--1-^- -^J^ -,,1-,.I 10 /,n rrrrn l.:L,,1-,,..; ^1^1^ r n- \JO.r\Dl llrt;lrEra.rrSAi:ul Pal'rq, yuALrr r(J,\J\., YY "LrJ \urrttL,LarrSr ulcrr

Partai a.n Didik Suparmanto untuk melakukan perbaikan

pengunggahan dokumen berupa fotocopg surat penganti ijazah;

- Bahwa pada pukul 18.30 WIB setelah menerima sofi file Surat

penganti ljazah dari LO Partai a.n Didik Suparmanto, saksi

1.6



langsung melakukan pengunggahan pada silon tanpa diteriti
terlebih dahulu.

b. saksi atas nama Didik Suparmanto

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai salah satu pengurus Badan

Pemenanrran Pemihr rtan pada tahapan penela.ftaran Bacaleg sebagai

Penghubung Partai /Liaison Offrcer dan sebagai penerima berkas dari
Bacaleg Partai Amanat Nasional (PAN);

- Bahwa saksi menerima berkas dari Bakal Calon a.n Henny Fitria
Agustine dan dikirim kepada Uploaderlstaf admin PAN a.n Susanti
Wilujeng selaku staf admin Partai Amanat Nasional (PAN);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan terkait ljazah dan Surat
Pengganti ljazah.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon
juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Hendrian Haswara Bayu
Plh-t.a cll-q:' -dihcttrcl. orrqqoll fr,^n-rc-ry'!.o4 L^l L^l ^^I^^^^.i L^*,i1.'.+.uarrvva oaAor ulrJq.werr Drr.urpctrr rrrurrurq.iittiiciii iiiii iiaii ,jUijiiEiii iiuiiiiiiL:

Bahwa saksi menegaskan kedudukan merupakan Admin Hetpdesk

KPU Kota Malang dan sebagai verifikator Silon;

Bahwa saksi merenangkan proses pencalonan ini semuanya melalui
aplikasi Silon dan tidak ada penerimaan berkas fisik;

Bahwa saksi menjelaskan dokumen Iisik yang disampaikan parpol

adalah Model B daftar calon dan surat Persetujuan dari DPP Parpol;
IfoL-r.- a-1--j .t^4!.-:4oil-^- l--l.it-^+^- J^; -.4;{il-^^: ^l-.i-.i+-^-ilJ(Llrwa. itaAsa ur(,rrya,[rya.ii\ijrir riii.iiiialui (iai-i Vciliii{asi aqmiiiiiiaisr

berdasarkan sK KPU 403 tahun 2023 yaitu ytle bisa dibuka, hasil
pindai, memuat nama Bakal Calon, dilegalisasi oleh pihak berwenang

dan menerangkan tahun kelulusan, serta berbahasa Indonesia;

Bahwa saksi menerangkan kelengkapan berkas pada BA Penerimaa,n

Berkas pengganti tlazah telah lengkap (ada);

Bahwa saksi menerangkan kelengkapan berkas yang sudah lengkap
L^1,,* ,l.:l^1-,,1-^-,,^-:{ll-^^j ^l-:.^:^+--^:.l,rgl L{ I I I \l I rq-ntlhd. I r v (rl lllng,Dr d-u r ulrr ro Lr o.sr,

Bahwa saksi menerangkan tanda terima kelengkpan berkas terkaita
klausul ijazah atau penggan ti ijaza}:, yang dile galisir tidak menjelaskan

klausul stempel basah;
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- Bahwa saksi menerangkan dokumen pengganti ijazah yang telah ada

tidak terdapat legalisir, maka saksi memverifikasi adminitrasi dengan

hasil tidak memenuhi syarat (TMS);

- Bahwa saksi menerangkan SK KPU Nomor 325 mengatur tentang

penerimaan berkas dan indikator. Sedangkan SK KPU Nomor 403

mengatur verifikasi administrasi berkas. Artinya 2 SK KPU tersebut

-^-,-^l-^- 
,J-. ^ 1^ ^I --^- - l^^-L^l ^ .rrrLr LrlJaAd.ll Lrtrcl- rraJ. J.?"1I6 uur l.,l;Lld-,

- Bahwa saksi menerangkan semua partai di Kota Malang dalam

proses melengkapi berkas pencalonan melakukan komunikasi yang

baik dengan KPU. Bahkan jika terdapat kendala berkonsultasi ke

Helpdesk KPU;

- Bahwa saksi menyatakan proses kelengkpan berkas pencalonan

melalui pelayanan Helpdesk KPU dalam kondisi lancar.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh Proses adjudikasi

penyelesaian sengketa proses Pemilu a euo, Pemohon menyampaikan

kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan

majelis adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana

diuraikan dibawah ini:

Bahwa dalam eksepsi yang disampaikan oleh pihak Termohon tentang
D^-^L^- l-^1:*, qorod!- -;1^41- I^1^.* ^^-^1.^+^ I)a'.:Lr I^*^^*r crrf\,rrllrll A(,ur u [agrra1i rri Prirar-i\ (iaaiaaili iiiiiiB,iiciji. i-Ehiiii.i af (yii; (ieli8aii

menyebutkan pihak Termohon adalah KPUD Kota Malang adalah hal yang

bukan substantif dikarenakan penggunaan frasa "Komisi Pemilihan

Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD" bukanlah hal yang

mengada-ada, serta jika ditelusuri secara terperinci, tidak pernah ada

penghapusan frasa "KPUD" tersebut untuk dapat digunakan pada regulasi

sistem hukum saat ini. Hal ini sangatlah wajar dalam perkara ini, melihat
f-oo^ I-'^-;^; D^+il!'L^- T Tq'.* f.!oo-o1- /I7T)I TT:\ +^-^^1^,,+ 4+:l^1-l^L *^*:t:I-.:rra.oa r\\rrrrrDr r Erutlr.lla,rl tJllll'tlll L,dwLGriLi i\i-a-,ij Ltii;SE;Ui,iL Liuaiiiaii hielliiiiiii

arti pergeseran makna" dari maksud penyebutannya. Sehingga frasa ini
tidaklah memiliki makna lain dari apa yang dimaksud sebagai KPU Kota

Malang;

2. Bahwa terjadi ketidaksinkronan antara eksepsi Termohon dan dalil pokok

perkara termohon yang diajukan oleh Termohon.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan telah nampak
:^1^^ ^-^L:l^ A -1i1-^^; A:r^6 L^-.,^1^L ^1^+ 1^^-+,, TIDI I 11^+^ l\r^I^-^ ,{^l^*JUrGo GPCuua rrlJrrAcsr urliJrr rrirrrJiaiaT.ir i:aiai.L Lraiii.-i,. i-\riJ i\Uiji itiAiaiiE, (iiiiiiiii
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proses pendaftaran Bacaleg yang sebagai fungsinya tidak dapat melihat

keabsahan dan keaslian dari berkas Iisik yang dimiliki oleh Bacaleg;

Bahwa dalam kesaksian yang disampaikan oleh Saksi Termohon, saksi

menerangkan dan menegaskan jika ada berkas bacaleg yang meragukan

maka seharusnya dilakukan pengecekan verifikasi terhadap dokumen fisik,

namun ha1 tersebut tidak dilakukan. Padahal dalam Pasal 78 Jo Pasal 32

^--^+ /t\ .:^ -^^^1 tn /n\ i^ T-r^^^1 1r) A--^+ /1\ L,,-,f ,^\ nr.rT'rTT I\I^ 1n /n^L---o.JaL tu, JU lJd"s(1r Jz \z) JU r dsar t/J rlJ(,-L tl', rrurur 1\-, .l- r\r u l\t. rv taliuli

2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dareha

Kabupaten/ Kota mewajibkan tentang perlunya verifikasi terhadap

dokumen fisik untuk menghilangkan keraguan terhadap berkas yang di

unggah dalam Silon;

Bahwa berdasarkan poin 2, maka Berita Acara No. 343/PL.01.4-
DL 12q.7). !nr!OC tarlcr- IJo-i! \I4aiq'!-^6i AJ*.'-:^+-^^: T-\^I-,,*^* T)^-^-.^+a*^-vI\l lJJt {l L\.rLJ L\-rrL€trlEi rlA,{rIl vUlIlhd.r)l r-t\lllrlIllsLlosl UUnulrlClr r s;lirJA.aari-Lari

Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar

Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU Kota Malang patut untuk
dibatalkan, karena pihak KPU Kota Malang khususnya Tim Help Desk

tidak melakukan verilikasi terhadap dokumen fisik Bacaleg no. 8 atas

nama Henny Fitria Agustine;

Bahwa dalam agenda pemeriksaan saksi yang dilakukan dalam Sidang
A Jirrztri!-ac: n^--,^1^^^;^.^ Q^F*1-^+^ T-t-^^^^ r)^*:1,, l^-.^^* D^-:-+^- T)^-1-^-^n\rJ!,.Lrr^a.$t r (;rlf glg-ara.rr \Jv.Ir6lwt"c. r r\rDgs i ur[rrLt \rvrr6g,rr r\E6r.)LEr r f,;rhctr(a

Nomor 001/PS.REG/3573 /W2A23, saksi yang diajukan oleh Termohon

dinyatakan tidak dapat dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang

kuat dikarenakan dalam teori hukum Indonesia dikenal dengan asas

"unus Testis, Nullus Testis", yang artinya bahwa "satu saksi bukanlah

saksi".

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh Proses adjudikasi
penyelesaian sengketa proses Pemilu a euo, Termohon menyampaikan

kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangEm dan penguat keyakinan

rrrajeiis acijuiiikasi tiaiaui rrierigaririiii darr rrieniber'ikarr putusan seiragaiiirarra

diuraikan dibawah ini:

Bahwa Terbukti Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengajukan

Permohonan Sengketa Proses Pemilu Karena Tidak Diajukan Oleh Ketua dan

Sekretaris Partai Politik dan Bakal Calon Anggota DPRD yang Pada Pokoknya

Mengajukan Sengketa tidak masuk dalam DCS Pemt}u 2024;

4

5
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Bahwa Perbawaslu 9 tahun 2O22 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilu, mengatur hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Partai Politik yang mendaftarkan

Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD

kabupaten/kota yan:g dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat

sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD

l-^L.,-^.^- rl-^+^ ^!^L I/T'IT T L7r'It T Ir-^-.:-^: ^+^,. l/mI lZ^L,---.^- ltr^.^ ^^^--^:a-d'l.,uPalErri/ rtr, ta vr(]u r\1 \J, r\,t \r l ruvurisr, aluau lu \J 1\.al.rlrPat(-u/ r\(, L6l sEE udr

dengan tingkatannya, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain

untuk Partai Politik Peserta Pemilu. Hal demikian sebagaimana ketentuan

dalam pasal 16 huruf b dan pasal 17 Perbawaslu 9 ta}:un 2022.

b. Bahwa dengan demikian maka kualifikasi dan kedudukan hukum

Pemohon Partai Politik telah diatur secara limitatif, yakni Ketua dan

Sekretaris Partai Politik, sehingga dengan demikian maka dalam suatu

-^*^l^^-^- L^-,^ +^-^--rL: +^-l^L:l^ l^l^.,'1,, l-^i^1^^^- l-^L,l-,1-^-

Pemohon tersebut

c. Bahwa sebagaimana pasal 18 Perbawasfu 912022, pada pokoknya

mengatur permohonan sengketa oleh Bakal Calon anggota DPR/DPRD

diajukan oleh Partai Politik.

d. Bahwa pasal 19 Perbawaslu 912022 mengatur bahwa : "Bakal Calon

anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota
^^1-^-^j-^-^ r:-^t--..1 l^l^* D^^^1 14 L,,-,f L *^t:-,,+:.ss uo.6a.t rr rar r.r \rurra^sLru \rararrr r ursraPql-r,

a) Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD

kabupaten/kota dalam daftar Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD

provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang didaftarkan oleh

Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU

Kabupaten / Kota namun yang bersangkutan tidak lulus verlikasi yang

dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota sehinsga
,,^-- L^-^^--l-.,a^- +:I^l- J:^^-+.-*l-^- I^l^* l^f.^- ^^'l^- ^^**^-+^-^Ja.rr5 rrE r .a. 5^ (r La. r r rruaG

anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD

kabupaten/ kota; dan

b) Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD

kabupaten/kota tercantum dalam daftar calon sementara anggota DPR,

anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota namun

yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, calon
I\DDT\ --^.-:-^: ^+^" ^^'l^- ^---^+^ rrrrDl\ l.^L'.-^+^- rI-^+^
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dalam daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, atau KpU

Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya."

e. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Perbawaslu 9/2022
tersebut, in castt dalam perkara ini, hanya dapat dilakukan oleh Bakal

Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD

kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara anggota
I\!-tD ^q^a^+^ I-\!]DI-! -- "-i--.i -.^l^- ^-^-a+a T\T).QT\ T/^L".-^.^- tTl^+^r/l l\, dI55,LrL4, r-rr r\L,, yr.t Viliisi, aj.a..a.r iiIiEBULa iil'.r\jj iiaDlillal,enlirUfa fiaii1iiii

yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, calon

anggota DPRD provinsi, atau calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam

daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota

sesuai dengan tingkatannya.

Bahwa dengan demikian, tegasnya, hanya Bakal Calon yang telah masuk dalam

DCS namun tidak masuk dalam DCT yang dapat mengajukan sengketa. Bahwa
!:o-r-lroo-l-n^ 1-n+aa+"^- 1-^+^o*rra+ frqrctr-rr* *^1,a:^I^^l^L lo^L-,,^ 

-^*^l^^-^-rrf;.r\ra.r)d.r^.q.rr l\t;LrJrrLLr(e.rr-^.clciil-uoii Lci$curil, riiaii.a Jciaiiiaii iiaiii'a perinofioiiaii

yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat, khususnya terkait dengan

kedudukan hukum Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon H. Inokh Makhfudz, ss dan H.

Eko Hadi Purnomo, sH, tidak mengkualilisir diri sebagai Ketua dan

Sekretaris DPD PAN Kota Malang, namun justru mengkualifisir diri
masing-masing sebagai anggota DPRD Kota Malang;
I2.q1-ottc =:rr!ar:+.:* ::! c'!la nc*^!.^-o- .l.i^^L,'+1.^- L^L-.'- 1-^,,1"^*-.^uatlwa. w(a,ro,r*yLur \lo,r(rrll y(;rurvu\rlro.rr uiiicUijLiiaii ijaiiw'a iieuiiafi]-a

bertindak untuk dan atas nama DPD PAN Kota Malang, namun tidak
dijelaskan mengenai kedudukan keduanya dalam kepengurusan DpD pAN

Kota Malang. Justru, keduanya mengkualisifir diri masing-masing sebagai

anggota DPRD Kota Malang sehingga dengan demikian, maka kedudukan

Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Perbawaslu 9 Tahun 2022;

3. Bahwa walaupun ternyata benar H. I"ookh Makhfudz, SS dan H. Eko Hadi
D:r*+:^ qII *ae'-o'!-a+ TZai-.re rlaq (fal--a+^*.i^ nr)I\ DAI\I ll^+^ t/t^l^-*I Llllltrllr(r, \-rll, ur(,r rrp.a.Ilo,lr l\r,LLra r,ro.rr LrEAlELcii'iii iji"i./ i-ili\ i\ula i-viaiaiig,

namun hal demikian tidak mengakibatkan ketentuan mengenai

Permohonan sengketa ini menjadi terpenuhi karena Pemohon telah salah

mengkuali{isir diri masing-masing sebagai anggota DPRD Kota Malang;

+. Bahwa dalil demikian, terlebih dalam pembulrtian, tidak pernah

dibuktikan oleh Pemohon dengan menghadirikan bukti surat keputusan

kepengurusan DPD PAN Kota Malang bahwa keduanya H. L,ookh
r\_,t^1..1.f',J- a(f I^- Lr EaI-^ IJ^.{: Er-^-^ qIJ -^L:--^^ ,l^-^^- l^*.:l-:^-rlr(lnrlruuz, urJ \-lcrrr rr. rrii\i rra.\ri auiiiuj'iiii, ui-r2 ii(;fiiiiS€,ii ii(iiiBaii iiuliiiii-iiiii

maka secara hukum pembuktian, jelas bahwa Pemohon tidak dapat
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membuktikan siapa saja pengurus DPD PAN Kota Malang khususnya

Ketua dan Sekretaris yang memiliki kedudukan hukum mewakili DPD PAN

Kota Malang dalam mengajukan pennohonan sengketa;

5. Bahwa Termohon menegaskan bahwa pemeriksaan ini hanya memutus

berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan, bukan hal-

hal lain diluar pemeriksaan, sehingga dengan demikian maka tidak
l:l^".1-+:1-^ ^:^-^ l-L,.^,.^---^ t/^+--^ l^- O^1--^+^.-:^ nnT\ TlaI\Iiriui,ii\lii\a_irriJd, si(lPii Ps^arBurrrs r\rr(lsLrs-r-rJd- I!'ELUa uarl ucNELarrs rJl lJ r f\rr

Kota Malang mengakibatkan ketida$elasan mengenai siapa yang dapat

menjadi Pemohon mewakili DPD PAN Kota Malang, terlebih lagi Pemohon

dalam permohonannya, justru mengkuali{isir diri masing-masing sebagai

anggota DPRD Kota Malang, bukan Ketua dan Sekretarus DPD PAN Kota

Malang;

6. Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak memenuhi syarat legal standing

karena Bakal Calon DPRD I(ota l'{alang dari PA}I Itota ,r,{alang i'ang pada

pokolcrya mengajukan sengketa yakni Henny Fitria Agustine tidak masuk

dalam daftar calon sementara (DCS) sebagaimana bukti T-01, sementara

berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Perbawaslu 9/2022, Balrial Calon

yang dapat mengajukan sengketa melalui Partai Politik adalah Bakal Calon

yang masuk dalam DCS dan tidak masuk dalam DCT;

Bahwa Perbawaslu 912022 telah mengatur sedemikian rupa secara
l:-:+^+.lf ^:^-^ ^^:^ *^--^:.,1-^- ^^--l-^+^ l^- 1-^+^*+.,^* +^*^^1-,,+rlrrrrta,trr Dra,ya oaJa. Jar16 rrrEtr6d.J Llnd,r l r)Elr6AELla, uarr nuLLl lLuall LGr uuuuL

tidak dapat disimpangi, karena jika ketentuan Perbawaslu tersebut

disimpangi, dapat berpotensi melahirkan pemeriksaan sengketa yang

melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan persoalan dikemudian

hari;

8. Bahwa dengan demikian jelas Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk

Mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu sehingga dengan

demikian maka Pei:mohonan ini harus diny-atakan tidak dapat ditenma.

Pemohon Telah Salah Menarik Pihak Dalam Sengketa, Dalam Hal Ini

Termohon

1. Bahwa Pemohon, baik dalam surat permohonan awal maupun

perbaikannya, telah menarik Termohon yakni KPUD Kota Malang;

2. Bahwa secara hukum, tidak dikenal instansi bernama KPUD. Dalam UU

Pemilu maupun ketentuan lain yang mengatur mengenai penyelenggara
D^*:1,, L^-*.^ l:I-^*^1 LT)TT T/T)f T D-^-:-^: l^- TIT)TT T1^1-,,-^+^t llf^+ci Clrrtrtt, rr(urJ<l \lrl\(rll<al l\r ivr, l\l \-/ r ivyrlrsf uarl r\r \./ r\orri-ll,ctLl;rr/ r\vl-q,,

namun tidak ada yang disebut sebagai KPUD;
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3. Bahwa dengan demikian, Pemohon yang menarik KPUD sebagai pihak

Termohon dalam perkara a gfto, merupakan suatu kesalahan yang dapat

diterima dan/atau dimaklumi karena berdasarkan asas fiksi hukum, setiap

orang dianggap tahu tentang hukum yang berlaku;

4. Bahwa jikapun hal tersebut merupakan suatu kesalahan pengetikan, maka

kesalahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari Pemohon
+:l^I- J^.^^a l:*^'l-1.-*: a^-1^l^:L ::1-^ -^*^1-1,,*^- .^-^^tr---a

Jd,rr6l Lltl(at! Lr€tfJa-L Llll'r.-to-Altl.ttll, LEIr'EIJIII Jr.lsd. PEIll.rclr\]tlurarr LCIrlcuur.

merupakan Termohon. Suatu kesalahan murni merupakan tanggungiawab

pihak yang melakukan kesalahan, tidak dapat dibebankan pada pihak lain;

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam surat Jawaban yang

disampaikan Termohon, kehadiran Termohon dalam pemeriksaan sengketa

ini sama sekali dimaksudkan atau dapat ditafsirkan bahwa Termohon

membenarkan kesalahan Pemohon tersebut, namun semata-mata untuk
*^* -L^*^+.1 --^^^^ -^*-,^t^^^-:^- ^^*^1-^r^ ,tr^- -^--^;1^- ,l.:1^1-,,1-^*tu(;rr6rrt,rrrrd.Lr Pr\rs(,D lJsrrJ(;r(,ita.lo.rr l)t;r.t6l\rrLa. (rg.rr lrra.rr66uar.r J0.l.16 \ltlq-t\rlll(rll

oleh tsadan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang;

6. Bahwa kesalahan dalam menarik pihak Termohon dalam perkara ini juga

secara terang bend.erang dibuktikan dalam petitum permohonan, yang

justru mencampur adukkan KPU Provinsi Jawa Timur, KPU

Kabupaten/Kota Malang, yakni pada petitum 3 dan 4;

7. Dengan demikian, jelas bahwa Pemohon telah salah dalam menarik pihak

Terriohon dalam sengketa in casu, termasuk dalam petitum pei-mohonan

yang mencampur adukkan antara KPU Provinsi Jawa Timur, KPU

KabupatenlKota Malang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi

sangat membingungkan dan tidak dapat dimengerti secara hukum,

sehingga dengan demikian maka sudah seharusnya permohonan sengketa

ini dinyatakan tidak dapat diterima.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1 .TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara KPU

Kota Malang nomor 343lPLlOl.4-8A1357312023 tentang hasil Verifikasi

Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) ditetapkan pada tanggal

23 Oktober 2023;

b. Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen permohonan

-^-..^1^^^:^- ^^-^l-^+^ -^*:1:I^^-lJgrrJcr(;lra.ra,rr ol,rr6rAl;L6t Prt,s(;s PErrr[rfro.lr u,rlltllrl ll\rruuf,

0O 1 / PS. PNM. (LG) / 35. 3 573 I X I 2023 tertanggal 25 Oktob er 2O23, pemohon
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mengajukan perrnohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada

Bawaslu Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 13.42

WIB serta diregister pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan nomor register:

00 l / PS.REG/ 3s.3s7 3 I X I 2023;

c. Menimbang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggaati Undang - Undang
l\I^-^- 1 'F^l^..- rln 

^^ 
,Tr^-+^-- rt^-,L^L^- A.^^ I l-I^-r I I-l^-- f,(^..^- '7iiijiiiUi i t.Tittitt z,wz.. rLrrLarrE, I r-l urrarr.Lrr 

^Las 
\Jrrualr5, - \rlr\rd,rr6 rlu$rL,l ,

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.- Undang pada

pasal 467 ayat (4) bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan

keputusan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota;

d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34

ayat (21 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
A^--1.^+^ rL-^^^^ n--:'1,, ,D^-L^-.^^l' 'Tr^+- /\^-^ D^--.^l^4^:^-lJciiEi\cia i ilJsss r surur,,. tr cr rrawaorrr LcrrLa.rr6 1o'to. va.ta r crrycrs-sara.rr

Sengketa Proses Pemilu), menyatakan :

Pasal 26
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling

lama 3 (tiga) hari Terhitung sejak tangal penetapan keputusan KPU,
Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota
yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara
Pemilu;

Pasal 34
(2) Penyampaian kelengkapan permohonan dimaksud dilaksanakaa.
a. Mulai Pukui 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu setempat untuk

hari Senin sampai dengan Kamis; dan
b. Mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk

hari Jum'at

Menimbang bahwa berdasarkan huruf a hingga huruf d diatas, Majelis

menilai Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilu a quo masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh

-^-,-l^- - ---l ^- *^-
PE1 urIlrar16 rrrruauBa.lr.

2. OBJEK SENGKE"TA

a. Menimbang bahwa KPU Kota Malang menetapkan Berita Acara KPU Kota

Malang Nomor: 343lPL/O1.4-8A1357312023 tentang hasil Verifikasi

Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota

pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada tanggal 23 Oktober

2023 yalrg ditetapkan oleh Termohon;
L rr^-:-L^-- rr-r^-- r1-l^-- D^---Lt.il- r-r^-^^:- rlrn:ar ? 'n-!.,,+ o/looij. liiUiiiiii.wixri6 \rra\rar16 vrruo.rrB

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

e
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Nomor I Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7

Tahun 2ol7 Tentang Pemilihan Umum Menjadi undang.- undang pada

Pasal 466, Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu

dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 15

---^+ /1\ -^l^ T!-?1--!!.^^1,, I\I^-^- t.l'n^L.,- r},1r)t 
-^----+^t-^.^ 

.aJd"L t{ ya\ra. r c-tUcaw(i-ru rriri-aiul :, iair.iiili AVaJ In(jfii'a{,ai{aii :

Pasal 2
(2) Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa antarpeserta Pemilu dan

Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU provinsi dan
Keputusan Kabupaten/ Kota;

Pasal 15
(1) Keputusan KPU, KPU Provinsi dan Keputusan KPU KabupatenlKota

berbentuk Surat keputusan dan/ Berita Acara;

d. l,fcnimbang bahwa berdasarkan pcrtimbangan hui-.;f a hingga c
sebagaimana uraian diatas, maka menurut Majelis Adjudikasi objek

sengketa dalam permohonarL a quo memenuhi ketentuan mengenai objek

sengketa penyelesaian sengketa proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM ILEGAL STATfD/NG) PEMOHON

a. Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Amanat

Nasional Kota Malang yang telah mendaftar di KPU Kota Malang;

b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat 12) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum bahwa peserta

Pemilu adalah partai politik untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD

--^..:-^; T\DD[\ T/^1-,,-^+^^ I V^+^.
lrrvv rrrDr, ul r\u r\4rrqts,(lLvt!,/, t\vLa,

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta

Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD

Provinsi, anggota DPRD KabupatenfKota, perseorangan untuk Pernilu

anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
n !{^-i:!.o-- 1-^L--'^ l-^+^-+..^- I)a^^l 14, L.,-,f L D^-L^,-,^^1". I\T^*^- rt ,T^1-,.*tl' lllEllrllr(,a.lr6 rra.lrwd. hcL(;llLL.l-ctll t o.r>(7.f r\, lrl.{rLti U i ajiU<awaiii(,i iiULIiiiI' , iaifiiil-

2422 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses Pemilu menyatakan:

(b) Partai politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal anggota DPR,
anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
dinvatakan helum atau tidak memenuhi svarat calon aneeota DPRD,
anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU,
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
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e. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a, b, c dan d sebagaimana uraian di
atas, maka menurut Majelis Adjudikasi kedudukan hukum (legal standing)

Permohon dalam permohonan q. quo memenuhi ketentuan ked.udukan
hukum (legal standing) penyelesaian sengketa proses pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL SIA]VDTNG) TERMOHON

a. Menimbang bahwa KPU Kota Malang adalah penyelenggara pemilu yang
mengeluarkan Berita Acara Nomor: 343lPL/ O7.4-BA/ 3573 / 2023 tentang

hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada

tanggai 23 Oktoirer 2A23;

b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses

Pemilu teq'adi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun
2022 menyatakan "sengketa Peserta Pemilu dengan perryelenggara pemilu

+ot -^^j- ^*- ,7:4-1!r=:_.:! _4n'!n* llro-! O ^-,^+ tot +^;4.:!: l^^_^_^ ^.1 ^^-.- L^l^o<ruuyL..,rlurlt,l \.L,tLurL-.,r.La uuaviil i-(it>La[ z; v,.!iul (zj Leqii{ii iciireiia aaaiiaa iifrK

calon Peserta Pemilu dan/atau Pesefta Pemitu aang dirugikan secara

langsung oleh tindakan KPU, KPU Prouinsi, otau KPU Kabupaten/ Kota

sebagoi akibat dikeluarkannAa kepufitsan KP(J, keputusan KP\J Prouinsi,

atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota pada tahnpan Pemilu tertentuo.

d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan
(,Tt^*^L^- -4a_1a: an5a,^1^14i65 s_^a51-^16 D^_;1,, I^-*^-I ur !rrvrrvrr Lr<;trcrrr PUliJUiusiiiaa.ii ijuiiBi(ULa iJiOljcii r-CiiiiiU Ccngan

penyelenggara Pemilu terdiri atas: a) KPU b) KPU Provinsi; dan c) Kpu
Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuannya";

e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut
Majelis Adjudikasi kedudukan hukum Aegal standing) Termohon dalam
permohonan a quo memenuhi ketentuan kedudukan hukum (tegal

standing ) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA MALANG

a. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a Undang * undang nomor
7 tahun 2Afi tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu

Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di
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wilayah kabupaten/kota terhadap 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa

proses Pemilu;

b. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 ayat (3) Undang - undang nomor

7 tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu

kabupaten/Kota bertugas: a. menerima pennohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memveri{ikasi secara formal
,!-- q_-!zi^l -^*^L^-^- ^^--l-^+^ n^*:1-- A: ---:1^--^LuarHtluLc, tel P(,rll'rull\,rlallr ocl-].Er1'gLd" PriJscs l Erullu rll wud-Jdlr_r

kabupatenlkota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di

wilayah kabupatenlkota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses

Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan

sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses

Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c. Menimbang berdasarkan pasal 1O3 huruf c Undang - undang nomor 7
+^L.,- .|ft^l n D^--,^^1., T1^1-,,*^+^^ lV^+^ 1^^*-.^-^.^- *^*^*:*^ *^*^-j1-^^LA.llurr zv U rJawaif,lu r\.e.r-rulJa.Lcrrl rLULa, t (Jr wsllalrE rrlErr(;r[rraa, irlciiiciiAirii-,

memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa

proses Pemilu di wilayah kabupatenlkota;

d. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (1) Undang - undang nomor

7 tahun 2OL7 yang menyatakan, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses

Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
D*^--:*^; l^- l-^-,,+r,^^- T/DTT I/^L,r*alaq tTl^+^.I l\rYlllir, trd.rt Agl,uLtlarq-rl l\r L, l\le.t Lll,,a.L(;rr/ twLo,,

e. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) Undang -
undang nomor 7 tahun 2ALT menyatakan "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota benrenang menyelesaikan sengketa proses

Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu KabupatenlKota

melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a.

menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

dan b. mempeitemukan pihak J*ang bersengketa untuk mencapai

kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;

f. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 14 Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang

penyelesaian sengketa proses Pemilu yang menyatakan "Sengketa Pesetta

Pemilu dengan pengelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

agat (2) terjadi karena adanga twk calon Peserta Pemilu dan/ atau Peserta

Pemilu Aang dirugikan secara langanng oleh tindakan KPU, KPU Prouinsi,

atau Y,PU Kak;paten/Kata sebagai akibat dilceluarlccnilga'lceiiui;san I{PU,
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keputusan KPU Prouinq atdu keputusan KPU Kabupden/ Kota pada

tahap an P e milu te rtenht" ;

g. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 lahlun 2O22

tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu yang menyatakan " Kelxfiusan

KPU, keputusan KPU Prouinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota

sebagaimana dimaksttd dalam Pa,sal 14 berbenntk sural kepufitsan
)^- / ^.--, L^-:1^ ^^--^n,arr,u t, raat,,-lf,

h. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 Perbawaslu 9 tahun 2022 terrtang

penyelesaian sengketa proses Pemilu yang menyatakan Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan sengketa

Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;

i. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan pemohon

adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor:
aAa lnt /n ,l , DA lacna I t\l\6.t L^^:l \/^-.:cl-^^: Al-.;-:^+^^:ra\rt t Ll \, 1.--t- u.'tl rrt rl 2w.,\) Lcrruarr6 rraolr

Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota pada masa

Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada tanggal 23 Oktober 2023;

j. Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukar

permohonan dengan Nomor register: 001/PS.REG/35.35731X|2023

kepada Bawaslu Kota Malang;

k. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan
D^--^---^^ D^-:1.;1^^- TT*,,- rZ^.^ rlr^l^-n *^*-,,--,^: l-^-.,i crrSawas \,,rrru[r r\(,ra rrrara-rr6, rtrcurlJurrJar ^€w

menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverilikasi permohonan,

memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi, memeriksa dan

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon

pada permohonan a quo.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Delam Ekreprl
Menimbang bahwa dalam Eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon tidak

memenuhi syarat Materil dalam mengajukan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Kui,a iviairirrg tiau Peuroiiort ireiir u daiarir neriarik scrrgkeia proscs Peuriiu o quu.

Menimbang bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang

diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo telah memenuhi syarat formil dan

materil sesuai pasal 467 ayat 2 Undang Undalg Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilu berbunyi:

ts
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"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu"

jtnrto Pasel 'l 6 hrrnrf h dan c Perhawasltt 9 Tahrrn 2022 Tetl.tang Pen5relesaian
Sengketa Proses Pemilu yang berbunyi:

huruf b "Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan Balal Calon anggota DP&
anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum
atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi,
atsu anggor-a DPRD kabupaten,/ k-ota oleh I(PLI, K-pU p16r-4n5i, atau Kg-r
Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya"

huruf c 'pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni: l. Partai
Politik Peserta Pemilu, 2..."

Menirnbang bahn,a Pemohon adahh Partai politik Peserta Pernr!,.r dala-r tahapan

perubahan rancangan Daftar Calon Tetap dapat mengajukan perubahan

rancangan Daftar Calon Tetap pada masa pencennatan rancangan Daftar Calon

Tetap sesuai Pasal 81 ayat (1) huruf (b) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD lGbupaten/ Kota berbunyi

'Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT

pada masa pencermatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80

ayat (4) dalam hal:

. calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dart DPRD kabupaten/kota
diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta
Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu
atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang
menyeienggarakan urusan pemerintahan cii biciang hukum dan hak asasi
manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;
dan/atau

c...."
Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan berupa Berita

Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 343lPLlOl.4-

BA/3573 /2023 tentang hasil Verifrkasi Administrasi Dokumen Persyaratan

Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon

temp (DCT) pacia tanggai 23 Oi<toirer 2023, dimana Berita Acara a quo

merupakan Objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat 1

Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Urnura juncto pasal 15

ayat 1 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tefial:.g Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu, dimana Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada

tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD

Kabupaten / Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT). Sehingga
rf^:^l:^ Al:,,1:l-^^: D^-..^^1., V^+^ l/t^'l^-' 

-^-'-^.^t-^- 
D^-^L^- *^-:1:1-iiliajciilj nrijri\iiiiaoi uawaoru r\r, !4. rrra.ra.tr5' lrrcrrJa.La^c.rr r <;rur-rrrvrr
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kepentingan hukum dan memiliki legal sldnding untuk diperiksa serta diputus

oleh Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota

Malang.

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi dalam jawaban Termohon, Majelis

menilai tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Dalem Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa setelah majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama

Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis Adjudikasi akan

mempertimbangkan hal hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok -
pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai

berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat

irukurii, Lcriei-riii tiairuiu periu disarupaikau 'oaiiwa itviajciis Arijutiikasi iciair

melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada

Tanggal 26 Oktober 2023 dan tanggal 27 Oktober 2023, Termohon tidak hadir

setelah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat

panggilan Nomor: 038/PS.00.02 IK.JI-34llOl2023 tertanggal 25 Oktober 2023

046/PS.0O.02 /K.Jl-3411O12023 tertanggal 26 Oktober 2023 di Bawaslu

ta Malang.

enimbang bahwa berdasarkan pasal 49 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun

2022 meryatakan bahwa dalam hal pada saat pelaksanaan mediasi terdapat

kondisi:

a. ...

b. Termohon tidak hadir setelal 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara
patut berdasarkan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
dan Pasal 46 ayat (2), pimpinan mediasi menyatakan:
1. permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan

penyeienggara t'emiiu ticiak mencapai kesepakatan; cian
2. sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan

melalui adjudikasi.

Sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan

Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak

yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan

ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
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Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, pada pokoknya

Peurtrirorr rrrerasa tiir ugikan aias iintiakau Lcr rnoi.rorr yarrg rnerrer biii<an

keputusan berupa Berita Acara Nomor: 343 I PL I O1.4-BA/ 357 3 / 2023 tentang

hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD

Kabupaten / Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada

tanggal 23 Oktober 2023 yang dinyatakan tidak benar dalam hal surat

keterangan pengganti ijazah/ ST'IB tidak dilegalisasi oleh pejabat yang

berwenang. Tlde buhl P-lb

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD

Kota Malang dalam Pemilu Tahun 2024 kepada Termohon yang diterima pada

tanggal 3 Oktober tahun 2023 pukul 19:40:00 WIB bertempat di Kota Malang

i.rer upa tkrkuureu syar al pcrigajuaii Bakai Caiori tlaiaur belriuk ti.oirurrieu asii

fisik sebanyak 1 rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon

sesuai dengan model penerimaan pengajuan perubahan. 7d& buktt P-2a

crrilr'uarrg 'uairwa 'uerdasarkarr Belii-a Acara ,r-ottior. 343i PLi 0i.4-

I 357312023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan

on Anggota DPRD Kabupaten/ Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon

tetap (DCT) pada tanggal 23 Oktober 2O23 dalam lampiran model BA hasil

verifikasi pencermatan DCT menyatakan dokumen persyaratan Bakal Calon

Anggota DPRD Kota Malang Dapil Kota Malang 2 nomor urut 8 (delapan) a.n

Henny Fitria Agustine pada hasil verifikasi administrasi, Termohon

-^--.^.^!-^- 
E ^1-^l rr^l^- A-^^^+^ nDDn I1^+^ l/t^l^-- n^-:I r) -^*.^- ,.-.+ g

, r, r55v (a

(delapan) yang diajukan Pemohon a.n Henny Fitria Agustine dengan status

tidak benar dalam hal Pemohon mengunggah surat keterangan pengganti

Ijazahl STTB yang tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Vlde buktl P-

1b

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Kota

Malang Dapil 2 nomor urut 8 (delapan) yang diajukan Pemohon a.n Henny

Fitria Agustine dengan status tidak benar maka Calon tersebut tidak dapat

melanjutkan pada tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota

DPRD Kota Malang Dapil2.

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan
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keberatan terhadap berita acara a qua yang berakibat kepada Calon Anggota

DPRD Kota Malang a.n Henny Fitria Agustine yang diajukan melalui unggahan

silon oleh Pemohon yang berstatus dokumen wajib berupa fotocolry
ijazah/surat keterangan pengganti ijazahlSTTB tidak dilegalisir oleh pejabat

yang berwenang dengan hasil verifikasi administrasi dinyatakan tidak benar

oleh Termohon.

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum Anggota

DPR, DPRD Prov, DPRD kabupatenlKota adalah warga negara Indonesia dan

harus memenuhi ketentutan yang ditentukan dalam Pasal 2+3 ayat (4)

Urrdang uritlarrg i,ltiuror 7 Tairurr ZO"IT Lerrlarrg Fernilihan Lirnuur Jants
berbunyi:

"Daftar Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh
pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten f kota".

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD

Prov, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia yang harus
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 240 ayat {1}

huruf e dan ayat (2) huruf b Undang undang Nomor 7 Tahun 2OLT tentang
Umum yang berbunyi:

sal 240 ayat (1) huruf e
Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah alivah kejuruan,. atau
sekolah lain yang sederajat

adalah
a

b
c.
d
e.

f. ,1

Pasal 24O ayat (2) huruf b:
'Kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota:
4....
b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopy iaratr, surat tand.a

tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan
pendidikan atau program pendidikan menengah

c....'

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum Anggota

DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia

dan harus memenuhi ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 10 Tahun 2023
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tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

berbunyi:

"(1) Partai Politik Peserta psmilu sslagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat
mengajukan Bai<ai Caion pacia Pemiiu anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota.

(2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan
sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b.
^.1*:-:^.-^ ^: D^1.-t rr^'l ^- ,ua,^ar \za-rvll.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal ll ayat (1) huruf e PKPU Nomor l0
Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/ Kota berbunyi:
-(i,1 Pasai i i (i) Persyaratan aciministrasi Bakai Caion sebagaimana ciimaksuri

dalam Pasal 7 ayat (21 huruf b merupalan warga negara Indonesia dan
harus memenuhi persyaratan:

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat;

a
b

d
e

f

bang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun

3 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD IGbupaten/Kota

rbunvi:

"Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimalsud dalam
Pasal I I ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
a....
b....
c. fotocopg ijaza,h atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah

atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekoliah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang;

d...."

ivicrriurbalg i.rairwa uui"uk ueuB,uaiiari tiaiii per lioiro Lta[LLiy a, Periioiiori ieiaii

mengajukan bukti surat telah ditandai dengan P-la s.d P-4 dengan dibubuhi

materai cukup, leges Pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis

Adjudikasi Bawaslu Kota Malang.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga

mengajukan bukti surat yang telah ditandai dengan T-1 s.d T-5 dengan dibubuhi

materai cukup, leges Pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis

Adjudikasi Bawaslu Kota Malang.

2
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I It,

Menimbang bahwa setelah mencefinati pokok permohonan Pemohon dan

Jawaban Termohon serta mempelajari bukti bukLi surat dan mendengarkan

keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon maka Majelis Adjudikasi akan

memberikan pertimbangan atas pokok permohonan a Eto dalam fakta hukum

pada putusan Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penyelesaian

sengketa a quo adalah Pemohon yang mengajukan calon pengganti terhadap

Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang Dapil 2 nomor urut 8 (delapan) yang

diajukan Pemohon a.n Henny Fitria Agustine dengan status tidak benar maka

Caion LerseLui. titiak dapal ureiauj u |karr patia Lairapan Perrei.apan Dai[ar Caiorr

Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Malang Dapil 2.

Menimbang bahwa dalam fakta Adjudikasi Bawaslu Kota Malang Pemohon telah

urer.rBur.r5gali DoLurir.eri per syar aiari Bakai Caiori Arrggoia DPRD Kuta iviaiarig

berupa fotocopg surat pengganti Ijazah / STTB yang belum dilesalisir sesuai

dengan Pasal 240 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b Undang undang Nomor 7

un 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

akal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah
Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
a
L

c
d
e berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah

aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
sekolah lain yang sederajat

atas, madrasah
kejuruan, atau

atas, madrasah
kejuruan, atau

f.

lncfo Pasal I I ayat (l) huruf e PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota berbunyi:

"(1) Pasal 11 (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud
<iaiam Pasai 7 ayat 121 huruf b merupai<an warga negara Indonesia cian harus
memenuhi persyaratan:
a.
b.
c.
.l

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
sekolah lain yang sederajat;

f.

u

24O ayat (1) huruf e



Menimbang bahwa Pemohon dalam sidang Adjudikasi Bawaslu Kota Malang
telah menyampaikan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB Nomor:

833/0951101.6.10.11 12023 menerangkan Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Malang
Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari
Polres Malang Kota Nomor: SKTLK-B S I 3OS2 lV lY AM .2 .4/ SPKT Polres Malang
Kota Tertanggal 9 Mei 2A23 yang menyatakan atas nama Henny Fitria Agustine
+^.--^+ .^---^1 r^L:- l/l^l^-- 1A 4-'^&.^ lrlzn r---s :4--q^--l-^- 1-^l^---^LErrrycr,L Lcrrr6Sa-r rorlli rvid.rd.iiB, i+ rlE,i-isLijs iY i i J=ang mcnefaiigiiaii Daii-riia Jang
bersangkutan telah kehilangan Ijazah dan melaporkan kepada Kepolisian untuk
diterbitkan surat kehilangan, surat tersebut sebagai syarat administrasi surat
pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Kota

Malang a.n Andri Kusdarmanto, M.,Pd. Vide bukti P-4, sesuai dengan Pasal 24O

ayat (2) huruf b:

"Kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD
kabupaten/kota:
a.
b. bulai kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopg ijazah, surat tanda

tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan
pendidikan atau program pendidikan menengah

c. ...'

ndo Pasa | 12 ayat (U huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2o2a tentang
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD KabupatenlKota berbunyi:

kumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 a5,a1 (1) dan aj,at {2} rnsliputi:
a.
b.
c. fotocopg ijazah atau surat keterangan penggantt ijazah sekolah menengah

atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang;

d. ...'

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Susanti Wilujeng sebagai

staf admin Pemohon dalam persidangan adjudikasi Bawaslu Kota Malang pada

hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Saksi menerangkan pada pukul 15.00 WIB
telah melakukan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Calon pada Silon
berupa surat pengganti IjaaahlSTTB asli a.n Henny Fitria Agustine, sesuai
tierrgtur Fasai 24A ayaL (i) iruruie Urrtiarrg urrtiang i.ioruur 7 Tairun 2Oi7 terri"aurg

Pemilihan Umum juncto Pasal 11 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 1O Tahun 2mg
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

iieriiurbarig baiiwa ber'riasar'kari iakia siti.arig aiijutiikasi Bawasiu Koia iviaiarig
pada tanggal 31 Oktober 2023 dihadapan para pihak, Majelis Adjudikasi
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memperlihatkan fotocopA yang telah dilegalisir oleh SMKN 1 Kota Malang yang

ditanda tangani Andri Kusdamanto, M.,Pd. sebagai Kepala Sekolah isinya berupa

surat keterangan pengganti ijazah / STTB a.n Henny Fitri Agustine yang pada

isinya surat keterangan tersebut sebagai pengganti ljazah / STTB asli yang hilang.

Menimbang bahwa pada sidang adjudikasi Majelis Adjudikasi memperlihatkan

fotocopy yang telah dilegalisir oleh SMKN 1 Kota Malang yang ditanda tangani

Andri Kusdamanto, M.,Pd. sebagai Kepala Sekolah isinya berupa surat

keterangan pengganti ijazah/ STTB a.n Henny Fitri Agustine yang pada isinya

surat keterangan tersebut sebagai pengganti ijazah/ S'I-IB asli yang hilalg, sesuai

uelr8,alr rasar z.ru ayaL \zt rrur ul D ulrualrt ulruallt reuuru Der uurryr:

"Kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dafl DPRD
kabupaten / kota:
a.
b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopg ijazah, surat tanda

tamat beiajar, atau surat keterangan iain yang ciiiegaiisasi oieh satuan
pendidikan atau program pendidikan menengah

c.
Jundo Pasal 12 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD lkbupaten/ Kota berbunyi:

umen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

foto"npu ijazah atatt srrrat keterangan penggenti ijazah sekolah menensah
atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang;

d. ..."

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n Susanti Wilujeng

pada pokoknya menerangkan telah mengunggah berkas syarat calon a.n Henny

Fitri Agustine berupa dokumen persyaratan Balal Calon pada Silon berupa surat

pengganti Ijazahl STTB asli a.n Henny Fitria Agustine ke dalam Sistem Informasi

Pencalonan (Silon).

Menimbang bahwa Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon

adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi

pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR

dan DPRD, anggota Dewan Perwakil,an Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU

rluvursl, uarr/ aLau t\l.u AauuPaLcu/ .r\uLa, yarrB r-1l€r ulJalr.al.r se uaB,ar alaL uallLu

a
b
c
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dalam melakukan pengunggahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota

DPRD Kota Malang.

ivierrini.raug bairwa Leriradap daiii Fokok Fer ux-riruuanr iviajeiis Atij utiikasi

berpendapat Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan

perubahan rancangan Daftar Calon tetap pada masa Pencennatan Rancangan

Daftar Calon tetap sebagaimana dalam Pasal 81 huruf b PKPU 10 Tahun 2023

tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD lhbupaten lKota
berbunyi:

"calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu
atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama
lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggaral<an urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan
susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau"

Lrtlractu rasal OZ rArU lU laIlUIl ZUZJ LCIILaI-rt, rCIIL:alUIlall JIITB,B,U ttt Urr(, UrlalJ

Provinsi, DPRD Kabupalen /Kota berbunyi:

"(l) Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencerrnatan rancangan DCT dapat
mengajukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kahupaten,/kota sehagaimana dimaksr:d dalam Pasal 81 aSrat (l! huruf
b dengan meneajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah
mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.

(2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik
Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l ayat (2) dan ayat (3),
berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan
pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3)"

ivicriini;arrg 'oairwa Fcuroiiori leiair rirciakukari perrgajuair riokurircri per slaraiarr

Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang a.n Henny Fitria Agustine Dapil Kota

Malang 2 Nomor Urut 8 sesuai dengan fal<ta fakta persidangan adjudikasi

Bawaslu kota Malang yang menerangkan Pemohon telah memberikan fotoapg
yang telah dilegalisir oleh SMKN 1 Kota Malang dan ditanda tangani Andri

Kusdamanto, M.,Pd. sebagai Kepala Sekolah isinya berupa surat keterangan

pengganti rjazah/ STTB a.n Henny Fitri Agustine.

Menimbang bahwa dengan pernah diunggahnya pindaian surat keterangan

pengganti ijazah/ STTB asli a.n Henny Fitri Agustine oleh Pemohon pada saat

pengajuan Dokumen persyaratan Anggota DPRD kota Malang perlama pada

PUr:!.Ul -tJ.\rU vY -tD, LarrEB,ir.r J \J-t'.LUUtiI ZUZO Ilrcl UIJaKall UUrt.tr llyaUl yaIrB,



bersangkutan telah memiliki dan memenuhi syarat calon pada pencalonan

Anggota DPRD Kota Malang.

ivienilrLung i-rairwa ai-as tiasar sararr tiier i saksi a.rr Fierrdritur Bayu Hasrvara yaug

meminta untuk mengganti pindaian surat keterangan pengganti ijazah/ STTB asli

tersebut sehingga membuat tidak terpenuhinya syarat pencalonan a.n Henny

Fitri Agustine, Majelis berpendapat dengan dilampirkannya Pindaian yang asli

pada Silon maka telah membuktikan bahwa Calon a.n Henny Fitri Agustine yang

diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan pada Pasal 240 ayat (l)
huruf e Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umrum jundo
f)^^^l 1 1 -,,^+ ,11 L..-.t ^ l)r/rtr T lT^*^- 1aUTr^L,,- .lno, +^-+^-- rt^-^^'l^-^-r a.rqr r I aJar \ r, 4vz\, !ctrrqrr6 r crrr-<ruuarr

Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD lkbupaten/Kota.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut maka Calon a.n Henny

Fii: i Agusi"ile scirar irsriya riirrriel'ruiii syarai daiahi pcucaiorrau A,rrggo La DPRD

Kota Malang.

imbang bahwa secara pokok yang menjadi dasar pertimbangan dalam

rya lral! (uls[lLusrurrar yarrE, urlryaLaJ!1.arl (laral.r uur.J l)r.tJ rJcuatin ucr ILLIL.

Pasal 28D ayat (l ):
"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasai 28D ayat (3).
"setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
Pemerintahan"

Menimbang bahwa berdasarkan UUD 1945 terdapat penegasan terhadap

keberadaan kependngan penegakan cian periintiungan hak asasi manusia <iaiam

negara hukum yang demolcatis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan.

ivicrrilri-lalg 'uairwa bertiasar'irari per iirii'uarigau iiukuur dari perrtiapat Hukuur

Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu harus

mengedepankan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,

terbuka, profosional, profesional, akuntabel, efektif dan efrsien sesuai Pasal 3

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
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Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Adjudikasi, alat bukti, dalil

dalil Pemohon, mengenai Pokok-pokok permohonan, Majelis Adjudikasi



berpandangan bahwa permasalahan tekhnis tidak mengurangi hak hak dasar

Pemohon yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

ivieuiurbarrg i-rairwa ber tiasar kanr kei"enluur-keierri-uanr patia Urrtiaug Urrtiaug

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi,

DPRD Kabupaten/Kota dan fakta-fakta adjudikasi maka Majelis Adjudikasi

menilai Pemohon dapat membulitikan dalil-dalil Perrnohon€rnnya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum

sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan

berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggat waktu pengajual permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

2. Berila Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa

Proses Pemilu;

3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standingll dalam mengajukan

permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus perrnohonan

Pemohon;

5. Permohonan Pemohon memrlil': alasan hukum yang cukip untuk dikabulkan

sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Srncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu;

TEUUTUSITAIT

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
.r rr.-l-^.^tr--.^ D-.-j.^ /r^^-^ f,T^*^-- a^a lm nt , D  lal'7),/:ll\n, .^-+^-^ u^^:1Z;, iiiciiiUaiailiiai i rJCi ii-q. riua.'iai' i\trrrArr, \ra\r/ r. !.v-t.1_r.Jltl oot.rl zr\rz\, rErr(arr5' rrlaor

Verifikasi Administrasi Dokumen Persayaratan Calon Anggota DPRD

Kabupaten / Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), a.n

Henny Fitri Agustine Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang pada Daerah

Pemilihan Kota Malang 2, Nomor urut 8, Partai Amanat Nasional Kota Maleng;

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan 2x24 jam kepada

Pemohon untuk melakukan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Calon
A---^+^ rrT)E n T/^+^ lr^l^-^ l^^-,-^ f^+^^^--. ^..-^+ l.-.^-^--^- -----^-+i
^aat6wiii 

iii ii ii i\vii2 rrra.ia.rrE uLr \ryq JUlv.-vyg sura.t hctcr cur6o.rr |r(,rrESorrrr

ijazah / STTB berlegalisir oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi Silon;
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4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Verifikasi Administrasi

Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan Rancangan daftar

Calon Tetap (DCT) yang diajukaa oleh Pemohon berupa fotocopg surat

keterangan pengganti ijazah/ STTB berlegalisir oleh pejabat yang berwenang;

5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi

Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan
)^tL^- l\^l^- ,Tr^.^- ,navTr\ ^ - Lr^--,. Erja--.: A -,,^.:-^ D^!.^l r\^l^-r\drrLa,rrEarr ual(al var\,lr rr-LdP urv U a.rr r lcrrrrJ I r[r r ^SusurrE

Anggota DPRD Kota Malang pada Daerah Pemilihan Kota Malang 2, Nomor

urut 8, Partai Amanat Nasional Kota Malang;

6. Memerintahkan Termohon untuk mengikutsertakan Bakal Calon Anggota

DPRD Kota Malang yang diajukan oleh Pemohon a.n Henny Fitri Agustine

pada tahapan selaajutnya, sepanjang memenuhi persyaratan Pencalonan yang

diatur Peraturan Perundang-undangan;
rr^-^-"i--^l^!,^- ,Tr^-^L^- ..-+,,r, *^-:-,4^l.l^-:.,+: I't1!+.!^^$ :-: -^l;-- l^*.^ eriicirrEilrrLarr^o.rr rcrurvr1L111 urrL(r^ lrrsr rur\ra^rctlrJ u rr r !trLtsar.r llll l-,a.lrrrE, rqrrra !,

(tiga) hari keda terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Malang pada hari Sabtu

tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh l)

Mochamad Arifudin, 2) Iwan Sunaryo, 3) Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, 4)

Hamdan Akbar Safara, 5) Muhammad Hanif Fahmi masing-masing sebagai Ketua
l^- /t--^^+^ D^..-^^'1,, rz^+^ lr^l^-- l^- l:L^^^l-^- .l: L^l^-^- D^-^ rril^^1. ^^+^uawaorLr lr\,la 'rrarar16 \lalr \rr.ra\-€r^all ur tra\rayar

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal enam bulan November tahun dua

ribu dua puluh tiga oleh 1) Mochamad Arifudin, 2) Hamdan Akbar Safara 3)

Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, masing masing sebagai Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kota Malang dan dibantu oleh Budi Santoso sebagai Sekretaris.
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MaJelis AdJudtkast
Badan Pengawas Pemlllhan Umum Kota Melang,

Ketua MaJells

ttd
HAMDAIT AI{BAR SAI'ARA

Anggota MaJelis Anggota MaJells

UOCHAI}IN) ARIFI'DIIT MUHAMMAD IIANIF FAHMI

Anggota MaJelis Anggota MaJetis

ttd ttd
MOHAIUMAD TIASBI ASH SHIDDIQY IWAN SUNARYO

Sekretaris

ttd
BUDI SANTOSO

lrrP. 198q)322 2(n604 | OO7

ttdttd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
6 November 2023
Kepala Sekrctariat

o

*- I SANTOSO
20,0,60,4 t oo7

TAN 6
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